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ABSTRAK  

 

AININDA LAILY ELSYA (2024)  :  Perlindungan Konsumen Terhadap 

Hak Atas Informasi Benar Dan 

Jelas Penggunaan Label Harga Di 

Indomaret Kecamatan Tuah 

Madani Kota Pekanbaru   

 

 Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh terdapatnya permasalahan hak 

konsumen atas informasi benar dan jelas harga produk yang terjadi ketika 

konsumen ingin melakukan pembayaran pada kasir. Pada saat harga yang 

disebutkan oleh kasir tidak sesuai dengan harga yang tercantum pada price tag 

atau label harga pada rak, hal ini tidak mematuhi aturan yang telah dibuat 

mengenai pencantuman label harga yang ada pada Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

perlindungan konsumen terhadap hak atas informasi benar dan jelas penggunaan 

label harga di Indomaret Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru dan apa saja 

hambatan yang terjadi dalam perlindungan konsumen terhadap hak atas informasi 

benar dan jelas penggunaan label harga di Indomaret Kecamatan Tuah Madani 

Kota Pekanbaru. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif yang mana peneliti 

turun langsung ke lapangan, dan melalui pendekatan secara yuridis empiris, 

dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan kajian 

pustaka. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan konsumen terhadap hak atas 

informasi benar dan jelas penggunaan label harga di Indomaret Kecamatan Tuah 

Madani Kota Pekanbaru diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen. Implementasinya mencakup beberapa langkah, 

seperti konsumen berhak melaporkan kasus ketidakjelasan dan kebenaran 

informasi pada label harga kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

(BPSK) kemudian BPSK akan menegakkan dan menyelesaikan perkara dari 

kasusnya. amanat yang sudah ada pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

seringkali memiliki hambatan pelaksanaannya. Banyak konsumen yang enggan 

melaporkan tindakan curang pelaku usaha kepada BPSK, hal ini disebabkan oleh 

beberapa alasan seperti biaya penyelesaian perkara yang dianggap tinggi dan 

dianggap tidak sebanding dengan nilai barang yang dibeli. 

 

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Hak Atas Informasi Benar dan Jelas, 

Indomaret  
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  

Seiring dengan adanya perkembangan zaman hadir pula suatu hal yang 

semakin berkembang pula. Salah satunya adalah berkembangnya aspek-aspek di 

bidang perdagangan dan perekonomian.
1
 Pesatnya perkembangan bisnis retail di 

Indonesia membuat banyaknya beredar merek dan                    nama minimarket di seluruh 

penjuru negeri ini. Bisnis retail sudah tidak hanya   ada di kabupaten dan 

perkotaan saja, melainkan sekarang sudah berdiri di berbagai kecamatan 

maupun pendesaan. Sebagai contoh penjualan bisnis retail di beberapa swalayan, 

Indomaret, Alfamart, dan sebagainya. Berkembangnya beberapa perdagangan 

retail tersebut tidak lain adalah dilatarbelakangi oleh berkembangnya teknologi 

pula, serta adanya sumber daya manusia yang mampu mengimbangi kemajuan 

teknologi tersebut.
2
 

Adanya wadah perdagangan produk bisnis retail minimarket salah 

satunya dapat mempengaruhi minat konsumen untuk membeli produk-produk 

yang diinginkan guna memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.
3
 Dalam 

hal ini, konsumen memiliki lebih banyak pilihan dalam menentukan barang 

atau 

                                                      
1
 Maharani, A. A. S. A. S., & Markeling, I. K, “Akibat Hukum Terhadap Perbedaan 

Harga Barang Pada Label (Price Tag) Dan Harga Kasir” Dalam Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2., 

No. 5., (2018), h. 1–15. 
2
 Indrianingsih, L., Saputri, E. N., & Ratnasari, R. “Perlindungan Konsumen Terhadap 

Perbedaan Harga Rak Pada Barang Dengan Struk Kasir Di Ria Swalayan Mojosari” dalam Jurnal 

Ilmu Hukum, Volume 17., No. 2., (2021), h. 128–265. 
3
 Sampurna, W. P.  “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Alfamart Terhadap Harga 

Frisian Flag Susu UHT Full Cream Dengan Promosi”, (Skripsi : Universitas Jember, 2020), h. 11. 
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produk yang akan dibeli. Produk-produk yang disediakan di Indomaret adalah 

produk yang memang menjadi kebutuhan konsumen sehari-hari. Di samping 

itu, ketersediaan produk dalam hal ini juga diimbangi dengan harga yang 

terjangkau sehingga lebih efektif dan efisien bagi konsumen.
4
 

Indomaret merupakan salah satu anak perusahaan Salim Group yang 

mengembangkan bisnis gerai waralaba pertama di Indonesia. Indomaret 

merupakan salah satu bisnis waralaba yang bersifat transparan dan konsepnya 

saling menguntungkan  serta saling percaya di pewaralaba, terwaralaba serta 

kepada konsumen sebagai        pengonsumsi barang. Kelebihan pada Indomaret 

yang sering kita ketahui ialah memiliki sistem penataan barang yang rapi, 

manajemen pelayanan yang ramah, mengedepankan kepuasan para pelanggan, 

tempat yang bersih hingga adanya kejelasan mengenai harga yang harus 

dibayarkan saat akan membeli sebuah barang. Kejelasan harga ini selalu 

ditulis dalam sebuah label harga yang diletakan tepat dirak bagian  bawah 

barang yang hendak dibeli tersebut maupun ditempelkan secara langsung pada 

barang.
5
  

Disamping beberapa kelebihan yang telah dijelaskan, ada salah satu 

kekurangan yang terkait dengan perdagangan produk retail Indomaret yaitu 

terdapatnya permasalahan informasi penggunaan label harga pada produk 

barang yang  terjadi sampai saat ini masih banyak ditemukannya masalah yang            

                                                      
4
 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, (Jakarta: Grasindo, 2000), h. 200. 

5
 Sudaryatmo, Hukum & Advokasi Konsumen, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), 

Cet. Ke-2, jilid 2, h. 6. 
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sama dan tidak mematuhi aturan telah dibuat mengenai pencantuman label 

harga.  Permasalahan dalam hal ini terjadi ketika konsumen ingin melakukan 

pembayaran pada kasir. Pada saat harga yang disebutkan oleh kasir tidak 

sesuai dengan harga yang tercantum pada price tag atau label harga pada 

rak.
6
 

Dalam usaha untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh konsumen, 

pemerintah mulai membentuk dan menetapkan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dengan adanya 

peraturan ini maka sengketa konsumen dengan pelaku usaha diharapkan dapat 

diminimalisir sehingga hak konsumen dapat terpenuhi. Konsumen berhak atas 

suatu kepastian mengenai informasi yang jelas dan benar terhadap label harga 

tersebut. Hak mendapatkan informasi yang jelas dan benar dimaksudkan supaya 

konsumen mengetahui informasi yang jelas mengenai produk maupun jasa 

tersebut sehingga konsumen dapat memilih produk barang maupun jasa sesuai 

dengan kebutuhan dan keinginannya.
7
 

Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen dalam Pasal 4 huruf (b) disebutkan bahwa salah satu 

hak konsumen adalah hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta 

mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan 

kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Disisi lain pelaku usaha berdasarkan 

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

                                                      
6
Aman Sinaga, Pemberdayaan Hak-Hak Konsumen di Indonesia, (Jakarta: Direktorat 

Perlindungan Konsumen, 2001), h. 120.  
7
 Janus Sidabolok, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, (Bandung : Citra 

Aditya Bakti, 2016), h. 5. 
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Konsumen, diwajibkan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur 

mengenai kondisi dan jaminan barang/dan atau jasa serta memberikan 

penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Kemudian pada Pasal 10 

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

menegaskan bahwa para pelaku usaha yang menawarkan barang dan/atau jasa 

yang ditujukan untuk diperdagangkan, dilarang untuk menawarkan, 

mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan tidak benar 

mengenai:
8
  

a. Harga atau tarif suatu barang/jasa; 

b. Kegunaan suatu barang/jasa;  

c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang 

dan/atau jasa; 

d. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan. 

Kemudian terkait dengan pencatuman informasi yang benar dan jelas 

pada label harga juga tertuang di dalam Permendag Nomor 35M-Dag/Per/2013 

pada pasal 2 ayat 1 yang mengatur bahwa pelaku usaha yang 

memperdagangkan barang secara eceran dan atau jasa kepada konsumen wajib 

mencantumkan harga tersebut, informasi yang jelas mengenai pajak yang 

sudah termasuk dalam harga, bahkan hingga nominal harga harus disesuaikan 

dengan mata uang dan nominal yang beredar di Indonesia. Serta pasal 7 ayat 1 

yang mengatur bahwa pelaku usaha yang mempardagangkan barang secara 

eceran dan/atau jasa bertanggungjawab atas kebenaran harga barang dan atau 

                                                      
8
 Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang perlindungan konsumen pasal 

10  
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jasa yang dicantumkan.
9
  

Dengan banyaknya aduan masyarakat yang masuk ke Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru terkait soal 

label harga yang dimanipulasi oleh pihak Indomaret membuat konsumen 

merasa dirugikan. Kerugian yang dialami oleh konsumen yakni dengan 

berkurangnya harta kekayaan pihak konsumen yang disebabkan oleh 

perbuatan pihak lain yang melanggar norma. Dalam rentang waktu 2020-

2022, dilaporkan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota 

Pekanbaru menerima laporan masyarkat setidaknya terdapat 6 (enam) kasus 

terkait pengaduan manipulasi harga yang dilakukan oleh pihak indomaret di 

Kota Pekanbaru. Salah satu contoh kasus dikutip dari berita Merdeka.com 

pada tanggal 27 Juli 2021 yang menimpa seorang mahasiswa yang merasa 

tertipu oleh label harga promo di salah satu Indomaret berada di Kecamatan 

Tuah Madani Kota Pekanbaru. Label harga yang tertera jelas Rp3.100, namun 

ketika hendak membayar ke kasir, harga berubah menjadi Rp3.300. Berkaca 

dari kasus-kasus yang telah terjadi tersebut konsumen merasa dirugikan 

dengan label harga yang tidak sesuai dengan yang dibayarkan.
10

  

Dari paparan kasus tersebut tidak ada kepastian hukum dibidang 

informasi karena pada dasarnya perbedaan label harga dengan yang 

dibayarkan seringkali dianggap hal yang sepele. Dimana kejelasan dan 

                                                      
9
 Indonesia, Permendag Nomor 35M-DAG/PER/2013 tentang Pencatuman Harga Barang 

dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan.  
10

 Muhammad Dimas, “indomaret di Pekanbaru diduga menipu dengan kedok harga 

promo”, artikel dari https://www.merdeka.com/peristiwa/indomaret-di-pekanbaru-diduga-menipu-

dengan-kedok-harga-promo.html Diakses pada 7 Oktober 2023.   

https://www.merdeka.com/peristiwa/indomaret-di-pekanbaru-diduga-menipu-dengan-kedok-harga-promo.html
https://www.merdeka.com/peristiwa/indomaret-di-pekanbaru-diduga-menipu-dengan-kedok-harga-promo.html
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kebenaran informasi mengenai label harga merupakan suatu keharusan dan 

wajib dalam memperdagangkan suatu produk yang akan dikonsumsi. Oleh 

karena itu, pemberian informasi yang benar dan jelas untuk para konsumen 

sangat penting bagi usaha Indomaret agar nantinya akan terciptanya 

keseimbangan hukum menurut undang-undang perlindungan konsumen.
11

      

Memang sebetulnya untuk hal ini konsumen sudah semestinya dilindungi agar  

menciptakan keadaan dimana keseimbangan hukum antara konsumen dan 

pelaku usaha tecipta, lalu dengan adanya transparansi tentang informasi label 

harga produk akan menghindarkan pelaku usaha dari permasalahan hukum yang                  

serius. 

Berdasarkan pemaparan dari adanya latar belakang di atas, penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan mengangkat permasalahan 

mengenai “PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP HAK ATAS 

INFORMASI BENAR DAN JELAS PENGGUNAAN LABEL HARGA 

DI INDOMARET KECAMATAN TUAH MADANI KOTA 

PEKANBARU” 

B. Batasan Masalah  

 Untuk lebih terarahnya dalam penelitian ini, maka dari itu penulis telah 

menentukan Batasan masalah yang akan diteliti. Adapun Batasan masalah dari 

penelitian ini adalah dengan hanya membahas mengenai perlindungan hak 

konsumen atas informasi benar dan jelas terhadap penggunaan label harga di 

Indomaret Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru.  

                                                      
11

 Shidarta, op.cit., h. 245. 



7 

 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari adanya latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka 

masalah yang akan dijawab pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah perlindungan konsumen terhadap hak atas informasi benar 

dan jelas penggunaan label harga di Indomaret Kecamatan Tuah Madani 

Kota Pekanbaru ? 

2. Bagaimanakah penyelesaian masalah dalam perlindungan konsumen 

terhadap hak atas informasi benar dan jelas penggunaan label harga di 

Indomaret Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru ? 

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan paparan dari rumusan pokok masalah  diatas, maka 

tujuan  dari penelitian yang penulis lakukan ialah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap hak atas informasi 

benar dan jelas penggunaan label harga di Indomaret Kecamatan Tuah 

Madani Kota Pekanbaru 

b. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam perlindungan 

konsumen terhadap hak atas informasi benar dan jelas penggunaan 

label harga di Indomaret Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru 

2. Manfaat Penelitian  

Sedangkan yang menjadi manfaat penelitian dalam melakukan 

penelitian ini adalah  

a. Manfaat Teoritis  
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Untuk dapat memberikan tambahan pengetahuan, sumbangan 

pemikiran bagi masyarakat luas, dalam mengatasi persoalan dari 

ketidakjelasan informasi dalam penggunaan label harga di Indomaret. 

Serta dapat memperkaya khasanah ilmu hukum serta dapat 

memberikan manfaat sebagai bahan penelitian lanjutan bagi 

pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi mahasiswa atau para 

peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama dan 

untuk dapat dijadikan tujuan membangun argumentasi ilmiah terhadap 

perlindungan konsumen atas hak informasi benar dan jelas terkait 

penggunaan label harga di Indomaret.  

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini bermanfaat untuk memenuhi persyaratan dalam 

memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program S1 Ilmu Hukum 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  

c. Manfaat Akademis  

Penelitian ini bermanfaat sebagai bacaan perpustakaan yang 

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dan menjadi tolak 

ukur bagi penulis berikutnya untuk mengambil topik yang sama.  
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BAB II 

KERANGKA TEORITIS  

 

A. Kerangka Teori  

1. Teori Konsumen 

a. Pengertian Konsumen   

Secara harfiah konsumen adalah orang yang memerlukan, 

membelanjakan atau menggunakan; pemakai atau pembutuh. Adapun 

istilah konsumen berasal dari bahasa inggris yaitu “consumer”, atau 

dalam bahasa Belanda yaitu “consument”.
12

 Konsumen pada umumnya 

diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada 

mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang 

untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan 

lagi.
13

 

Konsumen dalam arti luas mencakup kedua kriteria itu, 

sedangkan konsumen pemakai dalam arti sempit hanya mengacu pada 

konsumen pemakai terakhir. Untuk menghindari kerancuan pemakaian 

istilah “konsumen” yang mengaburkan dari maksud yang 

sesungguhnya.
14

 Beberapa peraturan undang-undang memberikan 

pengertian tentang konsumen. Misalnya, dalam Undang-undang 

Perlindungan Konsumen 

                                                      
12

 Celina , Hukum Perlindungan Konsumen, ( Jakarta : Sinar Garfika, 2008), h. 22. 
13

 Janus Sidabalok, op.cit., h. 17.  
14

 Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum 

Acara Serta Kendala Implementasinya, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 61-62.  
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Pasal 1 angka (2), yaitu konsumen adalah setiap orang pemakai barang 

dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan 

diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak 

untuk diperdagangkan.
15

  

Mengacu pada pengertian konsumen dalam Undang-undang 

Perlindungan Konsumen terdapat batas bahwa barang atau jasa yang 

dikonsumsi tidak untuk diperdagangkan, sehingga setiap pedagang 

yang membeli lalu menjualnya kembali tidak dapat dikatakan sebagai 

konsumen. Selain itu cakupan konsumen dalam Undang-undang 

Perlindungan Konsumen dianggap sempit, karena konsumen 

sesungguhnya tidak hanya terbatas pada subjek hukum “orang”, akan 

tetapi masih ada subjek hukum lain yang juga sebagai konsumen akhir 

yaitu “badan hukum” yang mengonsumsi barang dan/atau jasa serta 

tidak untuk diperdagangkan. 

Oleh karena, itu lebih tepat bila dalam pasal ini menentukan 

“setiap pihak yang memperoleh barang dan/atau jasa” yang dengan 

sendirinya tercakup orang dan badan hukum, atau paling tidak 

ditentukan dalam penjelasan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen tersebut. “Konsumen adalah setiap 

orang/badan hukum yang memperoleh dan/atau memakai barang/jasa 

yang berasal dari pelaku usaha dan tidak untuk diperdagangkan. 

Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada 

                                                      
15

 Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

Pasal 1 Ayat (2). 



11 

 

 

 

konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan 

martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang 

dan/atau jasa baginya, dan menumbuhkan sikap pelaku usaha yag jujur 

dan bertanggung jawab.
16

 

b. Perlindungan Konsumen  

Pengertian Perlindungan Konsumen dalam Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka (1), yaitu perlindungan 

konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian 

hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Meskipun 

dalam pasal di atas hanya menyebutkan perlindungan terhadap 

konsumen namun bukan berarti Undang-undang Perlindungan 

Konsumen ini hanya melindungi konsumen saja, melainkan hak-hak 

pelaku usaha juga menjadi perhatian, namun hanya karena seringnya 

konsumen menjadi objek kesewenang-wenangan para pelaku usaha 

sehingga perlindungan terhadap konsumen terlihat lebih ditonjolkan. 

Segala upaya yang menjamin kepastian hukum tersebut memiliki 

makna bahwa segala upaya dapat dilakukan untuk memberikan 

perlindungan kepada konsumen haruslah memiliki dasar hukum yang 

kuat. Dengan adanya dasar hukum tersebut tentu akan memberikan 

batasan agar tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang yang dapat 

sangat merugikan pelaku usaha dalam memberikan perlindungan 

kepada konsumen.  

                                                      
16

 Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen, (Bogor : 

Ghalia Indonesia, 2008), h 9. 



12 

 

 

 

Piliphus M Hadjon menjelaskan bahwa dalam upaya melindungi 

konsumen, terdapat dua teori perlindungan hukum, yakni perlindungan 

hukum represif dan perlindungan hukum preventif. Perlindungan 

hukum represif mencakup penerapan sanksi terhadap pelaku untuk 

menegakkan hukum yang sebenarnya, biasanya dilakukan melalui 

proses peradilan. Sementara itu, perlindungan hukum preventif 

bertujuan mencegah timbulnya sengketa sejak awal.
17

 

Perlindungan kepada konsumen tentu saja memiliki cakupan 

yang luas, dimana perlindungan konsumen dapat dilakukan terhadap 

barang dan jasa, yang mana dapat dilakukan dari tahap untuk bisa 

mendapatkan barang dan jasa hingga sampai kepada adanya akibat-

akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut. Cakupan 

perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:
18

 

a. Perlindungan konsumen terhadap kemungkinan barang yang 

diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah 

disepakati  

b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak 

adil kepada konsumen. 

c. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen  

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa: “perlindungan 

konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, 

                                                      
17

 Piliphus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat di Indonesia, (Yogyakarta 

: Graha Ilmu, 1987), h. 21.  
18

 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta : Kencana, 2013), h 13. 
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dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Kemudian 

terdapat penjelasan terhadap pasal tersebut, yaitu :
19

  

a. Asas Manfaat; mengamanatkan bahwa segala upaya dalam 

penyelenggaraan perlindungan ini harus memberikan manfaat 

sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha 

secara keseluruhan,  

b. Asas Keadilan; partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara 

maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan 

pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan 

kewajibannya secara adil,  

c. Asas Keseimbangan; memberikan keseimbangan antara 

kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti 

materiil ataupun spiritual,  

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen; memberikan jaminan 

atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalarn 

penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang 

dikonsumsi atau digunakan;  

e. Asas Kepastian Hukum; baik pelaku usaha maupun konsumen 

mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan 

perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.  

Tujuan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen adalah melindungi kepentingan konsumen, 

                                                      
19

 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta : Raja 

Grafindo, 2020), h. 20-21.  
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lebih lengkapnya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa tujuan 

perlindungan konsumen adalah: 
20

 

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen 

untuk melindungi diri 

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 

menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau 

jasa 

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, 

menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen  

d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung 

unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 

mendapatkan informasi  

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 

bertanggung jawab dalam berusaha. 

f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin 

kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, 

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. 

d. Hak dan Kewajiban Konsumen  

a) Hak Konsumen  

Hak konsumen sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 4 

                                                      
20

 Siahaan, Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk, 

(Jakarta: Panta Rei, 2005), h. 15. 
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen adalah sebagai berikut:  

1) hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam 

mengkonsurnsi barang dan/atau jasa;  

2) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan 

barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan 

kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 

3) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi 

dan jaminan barang dan/atau jasa;  

4) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / 

atau jasa yang digunakan;  

5) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;  

6) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;  

7) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur 

serta tidak diskriminatif;  

8) hak untuk mendapatkan komnpensasi, ganti rugi dan/atau 

penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak 

sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.  

9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan lainnya.  

Hak-hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
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Konsumen lebih luas dari pada hak-hak dasar konsumen 

sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika 

Serikat J.F. Kennedy di depan kongres pada tanggal 15 maret 1962 

yaitu terdiri atas :
21

 

1) Hak memperoleh keamanan  

2) Hak memilih  

3) Hak mendapat informasi  

4) Hak untuk didengar 

Memperhatikan hak-hak yang disebutkan di atas, maka 

secara keseluruhan pada dasarnya dikenal 10 macam hak konsumen, 

yaitu sebagai berikut
22

  

1) Hak atas keamanan dan keselamatan  

2) Hak untuk memperoleh informasi 

3) Hak untuk memilih  

4) Hak untuk didengar  

5) Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup  

6) Hak untuk memperoleh ganti rugi  

7) Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen  

8) Hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat  

9) Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang 

diberikan 

10) Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut. 

                                                      
21

 Shinarta, op.cit., h. 15.  
22

 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, op.cit., h. 40. 
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b) Kewajiban Konsumen  

Seperti yang tertuang di dalam Pasal 5 Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, kewajiban 

konsumen adalah: 
23

 

1) Membaca atau mengikuti petunjuak informasi dan prosedur 

pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi 

keamanan dan keselamatan.  

2) Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang 

dan/atau jasa.  

3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.  

4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 

konsumen secara patut. 

2. Teori Pelaku Usaha  

a. Pengertian Pelaku Usaha  

Sebelum membahas mengenai Hak dan Kewajiban Pelaku 

usaha, disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 

pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan hukum, baik 

yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang 

didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah 

hukum negara republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama 

melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai 

                                                      
23

 Abdul Halim Barkatullah, Hukum Perlindungan Konsumen, (Bandung: Nusa Media, 

2005), h. 21. 
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bidang ekonomi. Penjelasan Undang-Undang yang termasuk dalam 

pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, Importir, 

pedagang, distributor dan lain-lain.
24

 

Pelaku usaha di dalam UUPK diwajibkan beritikad baik dalam 

melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan 

beritikad baik untuk melakukan transaksi pembelian barang dan/atau 

jasa.
25

 Dalam UUPK tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan pada 

pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan 

kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku 

usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang atau 

diproduksi sampai pada tahap penjualan, sebaliknya konsumen hanya 

diwajibkan melakukan itikad baik dalam melakukan transaksi 

pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan oleh 

kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang 

dirancang atau diproduksi oleh produsen atau pelaku usaha, sedangkan 

bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat dirugikan produsen mulai 

pada saat melakukan transaksi dnegan produsen.
26

 

b. Hak Pelaku Usaha  

Seperti halnya konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak dan 

kewajiban. Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 

Undang-Undang perlindungan konsumen adalah:  

                                                      
24

 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, op.cit., h. 8. 
25

 Yuyus Shofie, Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi, (Bandung: 

Get Gahlia Indonesia, 2002), h. 4. 
26

 Ibid, h.5. 
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1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 

mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan  

2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen 

yang beritikad tidak baik  

3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam 

penyelesaian hukum sengketa konsumen  

4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum 

bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau 

jasa yang diperdagangkan  

5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan 

perundangundangan lainnya. 

c. Kewajiban Pelaku Usaha  

Sedangkan kewajiban pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 7 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

perlindungan konsumen adalah:  

1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;  

2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai 

kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan 

penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;  

3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur 

serta tidak diskriminatif ;  

4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 
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diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang 

dan/atau jasa yang berlaku;  

5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau 

mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan 

dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang 

diperdagangkan;  

6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas 

kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang 

dan/atau jasa yang diperdagangkan  

7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila 

barang dan/atau jasa yang dterima atau dimanfaatkan tidak sesuai 

dengan perjanjian.  

d. Tanggung Jawab Pelaku Usaha  

Pengertian tanggung jawab produk (pelaku usaha), sebagai 

berikut, “Tanggung jawab produk adalah tanggung jawab para 

produsen untuk produk yang telah dibawanya ke dalam peredaran, 

yang menimbulkan/ menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat 

pada produk tersebut”. Dalam ketentuan Pasal 19 UndangUndang 

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen merumuskan tanggung jawab produsen sebagai berikut:  

1) Pelaku Usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas 

kerusakan, pencemaran, dan/ atau kerugian konsumen akibat 

mengkomsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau 
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diperdagangkan.  

2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 

pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang 

sejenis atau secara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/ atau 

pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) 

hari setelah tanggal transaksi.  

4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana 

berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur 

kesalahan. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan 

bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen” 

B. Penelitian Terdahulu  

1. Rezki Wibisono Jas (2023) dengan judul penelitian skripsi perlindungan 

konsumen terhadap perbedaan harga barang anatara yang tercantum di rak 

dengan mesin kasir di indomaret (studi kasus indomaret cabang Lipat Kain 

Kecamatan Kampar Kiri).  

Dari penelitiannya hampir sama dengan yang penulis lakukan yakni 

menekankan perihal perlindungan konsumen pada studi kasus yang terjadi 

di Indomaret.  

Namun penelitian ini berbeda dengan yang penulis lakukan yaitu 
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merujuk kepada objek yang diteliti, penulis memiliki objek penelitian 

mengenai perlindungan konsumen atas hak informasi benar dan jelas 

mengenai penggunaan label harga, sedangkan penelitian terdahulu meneliti 

objek perlindungan konsumen terhadap perbedaan harga barang antara 

yang tercantum di rak dengan mesin kasir di Indomaret. Selain itu, 

perbedaan juga terdapat pada lokasi dilakukannya penelitian, yang mana 

penulis melakukan penelitian di Indomaret Kecamatan Tuah Madani Kota 

Pekanbaru, sedangkan penelitian terdahulu melakukan penelitian di 

Indomaret Cabang Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri). 

2. Siti Nuryana, (2020) dengan judul penelitian skripsi perlindungan hukum 

terhadap konsumen atas hak informasi yang jelas dan jujur dalam program 

jasaindovision berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen (studi kasus di Kecamatan Reteh Kabupaten 

Indragiri Hilir).  

Dari penelitian ini hampir sama dengan penulis lakukan yakni 

mengenai perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999. Namun penelitian ini memiliki perbedaan dengan yang 

penulis lakukan yaitu terletak pada objek penelitian dan lokasi penelitian.  

Penulis memiliki objek penelitian mengenai perlindungan 

konsumen konsumen atas hak informasi benar dan jelas penggunaan label 

harga yang ada di Indomaret. Sedangkan peneliti terdahulu memiliki obejek 

penelitian pada perlindungan hukum terhadap konsumen atas hak informasi 

yang jelas dan jujur dalam program jasaindovision. Selain itu perbedaan 
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juga terdapat pada lokasi penelitian yang dilakukan. Penulis meneliti di 

Indomaret Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, sedangkan peneliti 

terdahulu melakukan penelitian di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri 

Hilir.  

3. Fathur Rahman Hakim (2017) dengan judul penelitian skripsi perlindungan 

hukum terhadap hak konsumen dalam transaksi jual beli di Indomaret 

Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.  

Penelitian ini hampir sama dengan penelitian penulis mengenai 

perlindungan hukum dan perlindungan hak konsumen berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Namun penelitian ini memiliki perbedaan dengan yang penulis lakukan 

yakni pada objek penelitian dan lokasi penelitian.  

Letak perbedaan terdapat pada objek penelitian yang mana penulis 

memiliki objek penelitian mengenai perlindungan konsumen atas hak 

informasi benar dan jelas penggunaan label harga yang ada di Indomaret. 

Sedangkan peneliti terdahulu memiliki objek penelitian mengenai 

perlindungan hukum terhadap hak konsumen dalam transaksi jual beli di 

Indomaret. Sementara itu perbedaan lain yaitu terdapat pada lokasi 

penelitian, penulis meneliti di Indomaret Kecamatan Tuah Madani Kota 

Pekanbaru, sedangkan peneliti terdahulu meneliti di Indomaret Kecamatan 

Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.  
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Tabel II.1  

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 

 

No Judul, Penulis Perbedaan Persamaan 

1 Rezki Wibisono Jas 

(2023) Judul Skripsi 

“perlindungan 

konsumen terhadap 

perbedaan harga barang 

anatara yang tercantum 

di rak dengan mesin 

kasir di indomaret (studi 

kasus indomaret cabang 

Lipat Kain Kecamatan 

Kampar Kiri) 

Penelitian ini berbeda 

dengan yang penulis 

lakukan yaitu merujuk 

kepada objek yang 

diteliti, penulis 

memiliki objek 

penelitian mengenai 

perlindungan 

konsumen atas hak 

informasi benar dan 

jelas mengenai 

penggunaan label 

harga, sedangkan 

penelitian terdahulu 

meneliti objek 

perlindungan 

konsumen terhadap 

perbedaan harga 

barang antara yang 

tercantum di rak 

dengan mesin kasir di 

Indomaret. Selain itu, 

perbedaan juga 

terdapat pada lokasi 

dilakukannya 

penelitian, yang mana 

penulis melakukan 

penelitian di 

Indomaret Kecamatan 

Tuah Madani Kota 

Pekanbaru, sedangkan 

penelitian terdahulu 

melakukan penelitian 

di Indomaret Cabang 

Lipat Kain Kecamatan 

Kampar Kiri). 

Sama-sama 

menekankan perihal 

perlindungan 

konsumen pada studi 

kasus yang terjadi di 

Indomaret 
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2 Siti Nuryana, (2020) 

dengan judul skripsi 

“perlindungan hukum 

terhadap konsumen atas 

hak informasi yang jelas 

dan jujur dalam 

program jasaindovision 

berdasarkan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 

1999 Tentang 

Perlindungan 

Konsumen (studi kasus 

di Kecamatan Reteh 

Kabupaten Indragiri 

Hilir)” 

Penelitian ini memiliki 

perbedaan dengan 

yang penulis lakukan 

yaitu terletak pada 

objek penelitian dan 

lokasi penelitian. 

Penulis memiliki 

objek penelitian 

mengenai 

perlindungan 

konsumen konsumen 

atas hak informasi 

benar dan jelas 

penggunaan label 

harga yang ada di 

Indomaret. Sedangkan 

peneliti terdahulu 

memiliki obejek 

penelitian pada 

perlindungan hukum 

terhadap konsumen 

atas hak informasi 

yang jelas dan jujur 

dalam program 

jasaindovision. Selain 

itu perbedaan juga 

terdapat pada lokasi 

penelitian yang 

dilakukan. Penulis 

meneliti di Indomaret 

Kecamatan Tuah 

Madani Kota 

Pekanbaru, sedangkan 

peneliti terdahulu 

melakukan penelitian 

di Kecamatan Reteh 

Kabupaten Indragiri 

Hilir. 

Penelitian ini hampir 

sama dengan penulis 

lakukan yakni 

mengenai 

perlindungan 

konsumen 

berdasarkan Undang-

Undang Nomor 8 

Tahun 1999 

3 Fathur Rahman Hakim 

(2017) dengan judul 

Penelitian ini memiliki 

perbedaan dengan 

Penelitian ini hampir 

sama dengan 
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penelitian skripsi 

“perlindungan hukum 

terhadap hak konsumen 

dalam transaksi jual beli 

di Indomaret 

Kecamatan Marpoyan 

Damai Kota Pekanbaru 

Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 

1999 Tentang 

Perlindungan 

Konsumen” 

yang penulis lakukan 

yakni pada objek 

penelitian dan lokasi 

penelitian. Letak 

perbedaan terdapat 

pada objek penelitian 

yang mana penulis 

memiliki objek 

penelitian mengenai 

perlindungan 

konsumen atas hak 

informasi benar dan 

jelas penggunaan label 

harga yang ada di 

Indomaret. Sedangkan 

peneliti terdahulu 

memiliki objek 

penelitian mengenai 

perlindungan hukum 

terhadap hak 

konsumen dalam 

transaksi jual beli di 

Indomaret. Sementara 

itu perbedaan lain 

yaitu terdapat pada 

lokasi penelitian, 

penulis meneliti di 

Indomaret Kecamatan 

Tuah Madani Kota 

Pekanbaru, sedangkan 

peneliti terdahulu 

meneliti di Indomaret 

Kecamatan Marpoyan 

Damai Kota 

Pekanbaru. 

penelitian penulis 

mengenai 

perlindungan hukum 

dan perlindungan hak 

konsumen 

berdasarkan Undang-

Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang 

Perlindungan 

Konsumen 

 

 

 



 

 

27 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN  

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian 

hukum sosiologis atau empiris yang juga dapat disebut sebagai penelitian 

lapangan. Dalam penelitian ini, fokusnya adalah menganalisis peraturan 

hukum yang berlaku serta peristiwa yang terjadi dalam masyarakat.
27

 Dengan 

kata lain, penelitian ini bertujuan untuk menggali dan mengidentifikasi fakta-

fakta serta data yang relevan dengan situasi yang sebenarnya atau realitas yang 

tengah berlangsung di masyarakat. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah 

untuk mencari solusi terhadap masalah yang diidentifikasi.
28

 

Sedangkan jika dilihat dari sifat, penelitiannya, penelitian ini bersifat 

deskriptif kualitatif, artinya memberikan gambaran yang jelas mengenai objek 

tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait atau melukiskan secara 

sistematis secara faktual dan cermat.
29

  

B. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Penelitian kualitatif dilaksanakan dalam situasi alami dan memiliki 

sifat penemuan.  

                                                      
27

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002), h. 126. 
28

 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 

15. 
29

 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 

87 
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Dalam konteks penelitian kualitatif, peneliti menjadi elemen utama. 

Oleh karena itu, peneliti harus memiliki pemahaman teoritis yang mendalam 

dan wawasan yang luas agar dapat mengajukan pertanyaan, menganalisis, 

serta merinci objek penelitian menjadi lebih komprehensif.  

Fokus utama penelitian ini adalah pada aspek makna dan norma-nilai 

yang terkait. Inti dari penelitian kualitatif adalah mengobservasi individu 

dalam lingkungan alamiah mereka, berinteraksi dengan mereka, mencoba 

memahami bahasa dan interpretasi mereka mengenai dunia sekitarnya, dan 

berupaya mendekati atau berkomunikasi dengan individu yang relevan dengan 

fokus penelitian untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam, menggali 

pandangan, serta mengumpulkan pengalaman yang diperlukan guna 

memperoleh informasi atau data yang relevan. 

C. Lokasi Penelitian  

Sesuai dengan judul penelitian yang dilakukan maka penelitian ini 

antara lain diadakan di :  

1. Indomaret Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru  

2. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru yang 

beralamat di Kantor Gubernur Lantai 4, Jalan Jendral Sudirman No. 460, 

Kota Pekanbaru, Riau. 

D. Subjek dan Objek Penelitian  

Subjek dalam penelitian ini adalah kasir dan konsumen Indomaret 

Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, Anggota Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru. Sedangkan 
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objek penelitian yaitu bagaimana perlindungan konsumen atas hak informasi 

benar dan jelas penggunaan label barang Di Indomaret berdasarkan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan apa saja 

hambatan yang terjadi dalam perlindungan konsumen atas hak informasi benar 

dan jelas penggunaan label barang Di Indomaret berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.  

E. Populasi dan Sampel  

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang 

sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), 

kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama. 

Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah: 2 (dua) Staff Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru, 8 orang (delapan) 

kasir Indomaret Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, dan 6 orang 

(enam) konsumen Indomaret Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru.  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan 

waktu, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi 

itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan 

untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil harus betul-betul representatif 

(mewakili).
30

 Adapun yang menjadi populasi dan sampel pada penelitian ini 

akan dibahas lebih rinci pada tabel berikut ini :  

                                                      
30

 Winarmo Surachmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik, 

(Bandung : Tarsico, 1982) h. 139-140. 
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Tabel III.1  

Populasi dan Sampel  

 

No Jenis Populasi Populasi Sampel Jumlah 

1 Badan Penyelesaian 

Sengketa 

Konsumen 

(BPSK_) 

2 Orang (Ketua, 

dan Anggota) 

2 orang  100% 

 

2 Kasir Indomaret 8 Orang/Toko  

 

8 

Orang/Toko 

100% 

3 Konsumen 

Indomaret 

6 Orang/Toko 6 

Orang/Toko 

100% 

Jumlah 16 16 100% 

Sumber : Data Olahan Penelitian 2023  

Adapun metode pengambilan sampel pada penelitian ini adalah 

purposive sampling. Metode purposive sampling adalah teknik untuk 

menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang 

bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif.
31

 

F. Data dan Sumber Data  

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari 

lapangan dan literatur, yang meliputi: 

1. Data Primer, yaitu merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 

para responden, sehubungan dengan pembahasan penelitian ini yang 

berkenaan dengan perlindungan konsumen terhadap hak informasi benar 

dan jelas penggunaan label harga di Indomaret Kecamatan Tuah Madani 

Kota Pekanbaru  

2. Data Sekunder yaitu dokumen yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan 

berupa buku-buku literatur, pendapat para ahli dan peraturan 

                                                      
31

 Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), h. 130. 
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perundangundangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.  

G. Teknik Pengumpulan Data  

1. Observasi  

Observasi yaitu pengamatan langsung ke lapangan terhadap objek 

yang diteliti dalam penelitian ini. Data yang didapat di lapangan kemudian 

dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis. Observasi yang 

dimaksud adalah pengamatan secara langsung bagaimana pelaksanaan 

perlindungan konsumen terhadap informasi benar dan jelas terhadap label 

harga di Indomaret Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru.  

2. Wawancara  

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data, dengan 

jalan komunikasi yaitu peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada 

responden secara langsung mengenai hal-hal yang berhubungan dengan 

penelitian. Adapun dalam hal ini peneliti mewawancarai pihak-pihak yang 

terkait di dalam penelitian ini, yaitu Anggota Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen (BPSK), Kasir Indomaret Kecamatan Tuah Madani 

Kota Pekanbaru, dan konsumen Indomaret Kecamatan Tuah Madani Kota 

Pekanbaru.  

3. Studi Pustaka  

Studi pustaka yaitu penulis memakai literatur atau buku-buku yang 

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjadi bahan rujukan 

sebagai referensi dan pendukung dalam penelitian ini. 

4. Dokumentasi  
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Dokumentasi adalah data pendukung yang dikumpulkan sebagai 

penguatan data observasi dan wawancara, dengan mencari dan mengkaji 

dokumen-dokumen yang berkaitan, meneliti dan mencari buku-buku, 

perundang-undangan, jurnal dan lainnya yang berkaitan dengan masalah 

yang diteliti.
32

 

H. Analisis Data  

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menyusun secara sistematis dari data primer, dan data sekunder, kemudian 

dilakukan analisa secara mendalam dengan menggunakan metode deskriptif 

kualitatif, dimana proses berawal dari proposisi-prosposisi khusus (hasil dari 

pengamatan) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) dengan 

kebenaran empiris terhadap perlindungan konsumen terhadap hak atas 

informasi benar dan jelas penggunaan label harga di Indomaret. 

                                                      
32

 Hartono, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta : Nusa Media, 2011), h. 62 
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BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan mengenai perlindungan hak konsumen atas 

informasi benar dan jelas terhadap penggunaan label harga di Indomaret 

Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru yang telah diuraikan pada Bab 

sebelumnya, dari uraian tersebut dapat penulis simpulkan bahwa :  

1. Perlindungan konsumen terhadap hak atas informasi benar dan jelas 

penggunaan label harga di Indomaret Kecamatan Tuah Madani Kota 

Pekanbaru diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen dan juga Peraturan Menteri Perdagangan 

pada Pasal 7. Adanya kasus ketidakbenaran dan kejelasan informasi harga 

yang benar dan jelas di Indomaret pihak Indomaret sendiri memiliki 

kewajiban yang sangat penting terhadap hak-hak konsumen. Sebagai 

pelaku usaha, Indomaret memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa 

label harga dan informasi produk lainnya yang disediakan kepada 

konsumen adalah tepat dan transparan. Kasus ini menegaskan bahwa 

Indomaret harus mematuhi standar yang ditetapkan dalam undang-undang 

perlindungan konsumen dan memastikan bahwa setiap informasi yang 

disediakan kepada konsumen adalah akurat dan mudah dipahami. Dengan 

melanggar kewajiban ini, Indomaret merugikan konsumen dan 

mengurangi kepercayaan publik terhadap merek mereka. Oleh karena itu, 

Indomaret, sebagai pelaku usaha, harus bertanggung jawab secara penuh 
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terhadap kewajiban mereka terhadap hak-hak konsumen. Ini mencakup 

menyediakan informasi yang benar dan jelas terkait dengan harga produk 

yang ditawarkan, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk 

memperbaiki kesalahan dan memastikan kepatuhan di masa yang akan 

datang. Dengan demikian, Indomaret dapat membangun kembali 

kepercayaan konsumen dan menjaga reputasi mereka sebagai perusahaan 

yang peduli terhadap kebutuhan dan hak-hak konsumen. 

2. Untuk menegakkan hak-hak konsumen diperlukan penyelesaian kasus 

terhadap pelanggaran hak konsumen atas informasi yang benar dan jelas 

pada label harga di Indomaret dapat dilakukan oleh kasir Indomaret sendiri 

dengan memberikan penjelasan yang jelas kepada konsumen dan 

melakukan aksi ganti rugi akibat kelalain mereka dengan mengabaikan 

kewajiban mereka selaku pelaku usaha. Selain itu, konsumen juga memiliki 

opsi untuk mengajukan keluhan dan memperjuangkan haknya melalui 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang dapat memberikan 

mediasi dan putusan hukum terkait kasus tersebut.  

B. Saran  

1. BPSK perlu untuk meningkatkan keaktifannya dalam mengawasi pelaku 

usaha, terutama terkait penataan informasi label harga pada produk 

Indomaret, kemudian menyelenggarakan kampanye sosialisasi mengenai 

wewenang serta upaya perlindungan konsumen yang sesuai dengan 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen.  

2. Bagi konsumen atau masyarakat khususnya di wilayah Kota Pekanbaru, 
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disarankan untuk meningkatkan kewaspadaan dalam membaca informasi 

label harga yang akan dibeli. Penting juga untuk memastikan bahwa harga 

yang dibayarkan sesuai dengan yang tercantum pada label harga yang 

tertera di Indomaret Kecamatan Tuah Madani. Apabila konsumen 

menghadapi situasi di mana terdapat ketidakjelasan dan kebenaran 

informasi antara di label harga dan mesin kasir, sebaiknya mereka berani 

memberi tahu karyawan/kasir yang sedang bertugas atau melaporkan 

kejadian tersebut kepada BPSK agar kasus ketidakjelasan dan kebenaran 

informasi antara di label harga dan meja kasir di Indomaret Kecamatan 

Tuah Madani Kota Pekanbaru tidak berulang. 

3. Para pelaku usaha diharapkan untuk meningkatkan kehati-hatian dan 

kecermatannya di dalam menampilkan informasi pada label harga sehingga 

kesesuaian antara informasi pada label harga dan sistem mesin kasir dapat 

terjamin. Tindakan ini bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan kasus 

selisih harga antara label dan mesin kasir, sehingga hak-hak konsumen 

termasuk hak untuk mendapatkan informasi harga yang jelas dan benar 

tidak terganggu. 
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